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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG BATAS JUMLAH DAN NAMA

KECAMATAN, KELURAHAN SERTA DESA DALAM

DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Batas Jumlah Dan Nama Kecamatan, Kelurahan Serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan bertentangan dengan peraturan perundang‑undangan yang Iebih tinggi dan kepentingan umum;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a diatas, maka pembatalan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Batas Jumlah Dan Narna Kecamatan, Kelurahan Serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ;

Mengingat
:
1.
Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3839;

2.
Undang‑undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

3.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsì sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambalnan Lembaran Negara Nomor 3952);

4.
Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Memperhatikan
:
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/9968/SJ tanggal  5 Met 2003 Perihal Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:


PERTAMA
:
Membatalkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Batas Jumlah Dan Nama Kecamatan, Kelurahan Serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan dengan alasan bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3) Undang‑undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan dan Kepentingan Umum karena penentuan batas wilayah Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan secara pasti dilapangan merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri.

KEDUA
:
Agar Walikota Padangsidimpuan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Batas Jumlah Dan Nama Kecamatan, Kelurahan Serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal



MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
I.
Presiden Republik Indonesia.

2.
Wakil Presiden Republik Indonesia.

3.
Gubernur Sumatera Utara.

4.
Ketua DPRD kota Padangsidimpuan.

